
 

 
 

 

 [[PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BATU 

NOMOR  47  TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU  

NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN 

TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS 

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA,  

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BATU, 
 

Menimbang :  bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga 

Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 37 Tahun 

2019 tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari 

Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Walikota, Wakil Walikota, dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4118); 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Nomor 5234); 

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

SALINAN 
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Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas 

kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau 

Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 

dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6348); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 6041); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Walikota, Wakil Walikota, Penerima Pensiun, dan 

Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349); 

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah;  

10.  Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  

11. Peraturan Walikota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Tunjangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota 

Batu;  
 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 37 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN 

HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS 

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, WALIKOTA, WAKIL 

WALIKOTA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Walikota Batu Nomor 

37 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pemberian 

Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas 

kepada Pegawai Negeri Sipil, Walikota, Wakil Walikota, dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sehingga 

Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

  

Pasal 4 

 

(1) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Walikota, 

Wakil Walikota, dan Anggota DPRD diberikan sebesar 

penghasilan pada bulan Juni Tahun Berkenaan. 

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 

dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya 

diterima karena perubahan penghasilan, kepada 

yang bersangkutan tetap diberikan selisih 

kekurangan Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas. 

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada PNS, Walikota, Wakil Walikota, dan 

Anggota DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan 

keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, 

dan tunjangan kinerja.  

(4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

a. tunjangan jabatan struktural; 

b. tunjangan jabatan fungsional; dan 

c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan 

jabatan. 
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(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan 

lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan ditanggung 

Pemerintah Daerah. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 47/A 

 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KOTA BATU 
 

 

 

MUJI DWI LEKSONO,S.H.M.M 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19641010 198503 1 017 

 

 

    Ditetapkan di Batu 

    pada tanggal   20  Juni 2019 

WALIKOTA BATU, 

 

ttd 
 

 

DEWANTI RUMPOKO 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal    20  Juni 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 
 
 

 

ZADIM EFFISIENSI 


